
a. bahwa per sampah.m merupakan salah satu segi 
kehidupan > ang perlu mendapatkan penanganan secara 
terpadu da. berkesinambungan baik oleh pemerintah 
-naupun musyarakat Kabupaten Buton Tengah demi 
.erwujudnys. Visi - Misi Bupati dan Wakil Bupati Buton 
Tengah yang B-E-R-K-A-H (Bersih, Sejahtera, Produktif, 
Agamis dan lIarmonis]; 

b. »ahwa untuk terwujudnya kepastian hukum dalam 
nelaksanaar. pengelolaan sampah di Kabupaten Buton 
Tengah dan un t uk melaksanakan tertib administrasi 
pelayanan persampahan, perlu adanya pengaturan teknis 
nengelolaan s.ampah; 

c. ··Jahwa dalam rang1:a melaksanakan Peraturan Daerah 
Nomor 5 'I'ahun '.W20 tentang Retribusi Pelayanan 
Persampaha n , perlu adanya petunjuk pelaksanaan 
sebagai pedcrnan bagi pihak-pihak terkait dalam rangka 
perlindungar fungsi lingkungan hidup melalui upaya 
pengelolaan persampahan; 

d. hahwa berda.sarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf :t, b ja1 huruf c, maka perlu menetapkan 
Peraturan hupatt Buton Tengah tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peratur.m Daerah Kabupaten Buton Tengah 
Nomor 5 ':~ahun :~020 tentang Retribusi Pelayanan 
Persampahar .. 

1. Undang-Undang Das ar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 Pasal '. 8 ayat (6) Pemerintah berhak menetapkan 
Peraturan Laerah dan Peraturan-Peraturan lain untuk 
rnelaksanaks.u otonomi dan tugas pembantuan; 

2. Undang-Undung Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukar. Daerah - Daerah Tingakat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
, 4, Tambah.m Lerr baran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1822); 

DE GAN RAHI\1:AT TUHA.N YANG MAHA ESA 

BUPA'l'I suros TENGAH, 

ERATURA:N BUPATl BUTON TENGAH 
NOMOR 5 ')., TAHUN 2020 

TE~TANG 

PETU JUK PELAl~:SANAAU PERATURAN DAERAH 
KA UPATEN BUT01'' TENHAH NOMOR 5 TAHUN 2020 

T~NT G RETRIB'llSI PJCLAYANAN PERSAMPAHAN 

BUPA'l'I BUf01N TENGAH 
PROVINS] SULAW:~I TENGGARA 

Mengingat 

Menimbang 
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3. Undang-Ui dang Nornor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Piduna iLcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 19,:;1 Nom or 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indones.ia Nomor 3209); 

4. Undang-Undang :~omor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, l.olusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran lvegara Republik Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Hornor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangs n Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 20(,'. Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Inconesia Nomor 4438); 

6. Undang-Unclang No.nor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang [Lerr.baran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor ·l 7:25); 

7. Undang-Unclang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tuhun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran 
Negara Repu blik Indonesia Nomor 4851); 

8. Undang-Undang Nor ior 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 11~:. Ta:nbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Ne mor ~;o~:9); 

9. Undang-Unclang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribus i Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tarun '.20t)9 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

egara Repuilik Indonesia Nomor 5049); 
10. Undang-Unc.rng Nornor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungai dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5059); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukar Peratu.ran Perundang-undangan (Lembaran 

egara Rep.rblik Ir:donesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lcmbarar Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

12. Undang-Unds.ng Norror 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara 'Lernb.aran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia No.rior 549£q; 

13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang 
Pembentukar. Kabupaten Buton Tengah di Provinsi 
Sulawesi Tenngara [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara 
Nornor 5563); 

.'.4. Undang-Unda.ng No.nor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daersh (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tal.un 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beber.: pa kal. terakhir dengan Undang-Undang 
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Nomor 9 'lahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Un.Iang Hornor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahun Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia ~~ahun 21)15 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Rep.iblik Indonesia Nomor 5679); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang 
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran 
Negara Rej.ublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, 
Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3838); 

16. eraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
engelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Rep.iblik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
r ambahan l.ernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); 

17. Peraturan Pcmerints h Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Dae.rah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaterr/Kota ( Leinbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Norror 82, Tambahan Lembaran Negara 

epublik Indonesia Nomor 4 737); 
18. Peraturan Pcmerirta'i Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 
L mbaran Ne...ara Republik Indonesia Nomor 3696); 

19. Peraturan Pe .nerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Perataan Ruang (Lembaran Negara 
R publik Indmesia 'Iahun 2010 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 

20. Peraturan Perrerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberiun dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Rctribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indoiesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

21. Pe aturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang 
Pe gelolaan Sn mpal Rumah Tangga dan Sampah Sejenis 
Sampah Rurr.ah Tangga (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahrn 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran 
Nezara Republik Indonesia Nomor 5347); 

22. Peraturan Pemcrintah Nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan 
Barang Milik l'legara/Caerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

23. Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daeruh [Lerrbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indon .sia Norror 5887); 

24. Peraturan Pemcrintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengaw asan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 7~~, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 604 j_); 



Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati in i yang dimaksud dengan: 
l. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah. 
2. Pemerintah Duerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton 

Tengah. 
2,. Bupati adalah Hupati E'uton Tengah. 
4. Dewan Perwak · lan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 

DPRD adalah :)ewar Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Buton Tengah. 

5. Dinas adalah :Jinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton 
Tengah. 

BAB I 
KE'l.ENTUAli UMUM 

Menetapkan: TURAN BUPATI :BUTON TENGAH TENTANG PETUNJUK 
SANAAN PERA'fURAN DAERAH KABUPATEN BUTON 

TEN AH NOMo,:ii 5 TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI 
PEL YANAN PERSAMPAHAN 

1\1.EMUTUSKAN: 

25. Peraturan Peme rintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaar Keus.ngan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Ir.donesis. Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran :'legara Republik Indonesia Nomor 6322); 

26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 
2017 tentarg Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan 
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah 
Rumah Tar.gga; 

27. Peraturan :~'resid,~n Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 
2018 tentar g Penanganan Sampah Laut; 

28. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang ledoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimaria telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan 1'1'.enteri Eialam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

29. Peraturan .vlente.ri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pecloman "eknis Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Urnum Daerah; 

30. Peraturan Jvlenteri dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 
tentang Pedoman Pengelolaan Sampah; 

31. Peraturan lvl enteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentuks.n Produk-Produk Hukum Daerah). 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 5 
Tahun 202 :i tentang Retribusi Pelayanan Persampahan 
(Lembaran :)aerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2020 
Nomor 5) 

33. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 28 Tahun 2018 
tentang Keb.jakar. dan Strategi Daerah Kabupaten Buton 
Tengah Dal.m Pe ngelolaan Sampah Rumah Tangga dan 
Sampah Sej -nis Sarrpah Rumah Tangga. 
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6. Instansi yang bervrenang adalah instansi yang tugas dan 
tanggung jawabnya terkait dengan pengelolaan sampah. 

7. Organisasi Ptrangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat 
PD, adala ::1 org anisasi perangkat daerah yang 

b rtanggungjr.wab terhadap pelaksanaan tugas 
pemerintahan ses .ia . dengan tugas dan fungsinya di 
Kabupaten B'.rton 1engah. 

8. Pejabat adala.i peg.awai yang diberi tugas tertentu dibidang 
Retribusi Ds.crah sesuai dengan peraturan perundang 
undang yang ':>erlaku. 

9. P nyidik Peg: wai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat 
P NS adalal: Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di 
lingkungan l'emerintah Daerah yang diberi wewenang 
khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan 
terhadap pela ·tggaran Peraturan Daerah. 

10. Badan adala.i suatu bentuk badan usaha meliputi 
perseroan Tt.rbatas, perseroan Komanditer, perseroan 
lainnya Badar usaha Milik Negara atau Daerah dengan 
Nama dan l.entuk apapun, persekutuan, Perkumpulan 
Firma, kongs.i, Koperasi, yayasan atau Organisasi yang 
sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap berupa 
bentuk usaha lainnya. 

11. Standar Opn.rasi Prosedur selanjutnya disingkat SOP 
adalah petunjuk teknis pelaksanaan di lapangan. 

12. Sampah adalah limoah yang berbentuk padat atau setengah 
padat yang b.rasal dari kegiatan orang pribadi atau orang 
badan yang te rdiri dari bahan organik dan anorganik tetapi 
tidak termasi.k buangan biologis/kotoran manusia dan 
bahan beracur. dan berbahaya. 

13. Tempat Pembrangan sementara yang selanjutnya dapat 
disingkat TP~. adalah tempat penampungan sampah yang 
berasal dari Lngkungan Desa/Kelurahan sebelum diangkut 
ke TPA. 

14. Tempat Perr.ouangan Akhir yang selanjutnya dapat 
disingkat TPA adalah tempat untuk penampungan, 
pengelolaan dun memusnahkan sampah. 

15. Retribusi Daerah ys.ng: selanjutnya disebut retribusi adalah 
pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau 
pernberian izi n tertentu yang khusus disediakan dan atau 
diberikan olel; peme rintah Daerah untuk kepentingan orang 
pribadi atau budan. 

16. Retribusi pelayanan persampahan, yang selanjutnya disebut 
retribusi, adalah pungutan yang dilakukan pemerintah 
daerah kepada subjel: retribusi sebagai pembayaran atas 
jasa pengamb: .. arr/p engumpulan sampah dan pengangkutan 
sampah. 

17. Pelayanan P,: samoahan adalah keseluruhan aktifitas 
pelayanan Persampaha yang diberikan oleh Pemerintah 
Daerah yam; men cakup pemeliharaan lingkungan, 
pengangkutan sampah dari TPS ke TPA serta pengadaan 
sarana dan pr asarana Persampahan. 

18. Jasa adalah kcgiatan pemerintah Kabupaten Buton Tengah 
berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, 
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fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati 
o ang pribadi atau ba ian. 

19. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan 
o.eh Pernerin.ah Kabupaten Buton Tengah untuk tujuan 
kepentingan c an kern anfaatan umum serta dapat dinikmati 
oleh orang pr: .iadi e.tai badan. 

20. R tribusi jas.. urr.urn adalah retribusi atas jasa yang 
disediakan ai.au clib erikan oleh Pemerintah Kabupaten 
Buton Tengah untuk .ujuan kepentingan dan kemanfaatan 
umum serta dr.pat c.in ikmati oleh orang pribadi atau badan. 

21. Wajib retribusi ad.alan orang pribadi atau badan yang 
m nurut per ...turan perundang undangan retribusi 
diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi, 
termasuk pi: rnungutan atau pemotongan retribusi 
tertentu.Objek Retriou si adalah pelayanan yang disediakan 
oleh Pemeri.rtah Daerah dengan menggunakan/ 
memanfaatkar. secara optimal dengan menganut prinsip 
komersial. 

22. Masa Retribus adalah suatu jangka waktu tertentu yang 
merupakan br.tas waktu bagi wajib retribusi untuk 
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah 
Da rah. 

23. Pungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghitungan ,: ata oby ek dan subyek retribusi, penentuan 
besarnya tarif retribusi yang terutang sampai kegiatan 
penagihan reribusi kepada wajib retribusi sampai 
pengawasan setorannya. 

24. Surat Setoran Petribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 
SSRD adalah ~; urat yaig digunakan oleh wajib Retribusi 
untuk melakuk.in pembayaran atau penyetoran retribusi 
yang terutang k.: kas Pemerintah Kabupaten Buton Tengah 
atau ke tempai: pem oavaran lain yang ditetapkan Kepala 
Dae ah. 

25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKRD adals.h surat ketetapan yang menentukan 
bes .rnya jumlah retribusi yang terutang. 

26. Surat Ketetapan Retriousi Daerah Lebih Bayar yang 
selanjutnya dis.ugkat ~\KRDLB adalah surat Keputusan 
yang menentukan jur rlah kelebihan pembayaran retribusi 
lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau 
seharusnya teruung. 

27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 
STRD adalah suut untuic melakukan tagihan retribusi dan 
atau sanksi adm..nistrasi berupa bunga dan atau denda. 

28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 
mengolah data, keer angan, dan/atau bukti yang 
dilak sanakan secara cbjektif dan profesional berdasarkan 
suatu standar pemeriknaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewa iban retribusi dan/ atau untuk tujuan lain 
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi 
daerah. 
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Denga-i nama Rrtribu si Pelayanan Persampahan dipungut 
retribusi atas pelayana n sampah yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah Daerah 

Hagian Kesatu 
Nama, objek, .s ubjek dan Wajib Retribusi 

BAB JU 

TRIBUSI PJ!,LAY.A.N1lN PERSAMPAHAN 

Pa.sal 2 
I l) Mc ksud diteta ::>kannyc. Peraturan Bupati ini adalah untuk 

me nyesuaikan tarif retribusi pelayanan persampahan dan 
me mberikan pcdoman bagi perangkat daerah terkait dalam 
mt laksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan 
Persarnpahan. 

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai 
da sar pemur. .;~tan Retribusi Pelayanan Persampahan 
dengan tarif sesua dengan harga indeks material dan 
perkernbangan perekonomian. 

BAB II 

MAKBUD DA:! TUJUAN 

29. Kedaluarsa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari 
kewajiban unruk melakukan pembayaran retribusi dengan 
le watnya waktu terteitu dan dengan terpenuhinya syarat 
svarat yang ditentukan dalam peraturan perundang 
undangan. 

30. Penyidikan t:.ndak pidana di bidang retribusi, yang 
selanjutnya disebut penyidikan, adalah serangkaian 
tindakan yan; dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta 
mengumpulk-.n bukti yang dengan bukti itu membuat 
te rang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan 
retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

31. Penerimaan d.: erah acalah uang yang masuk ke kas daerah. 
32. Pendapatan c.aerah adalah hak pemerintah daerah yang 

diakui sebaga: penambahan nilai kekayaan bersih. 
33. Kas daerah arlalah tempat penyimpanan uang daerah yang 

ditentukan .ileh Bupati untuk menampung seluruh 
penerimaan c.aerah clan membayar seluruh pengeluaran 
daerah. 

34. R ekening kas urriur i daerah adalah rekening tempat 
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati 
untuk mena.npung seluruh penerimaan daerah dan 
membayar se uruh pengeluaran daerah pada bank yang 
di tetapkan. 
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Pasal 7 

( 1) Tingkat pengg unaan jasa Retribusi pelayanan 
Persampahan/ Kebersihan diukur berdasarkan jenis dan 
volume sampah. 

(2) Jenis sampah sebagair iana dimaksud pada ayat (1) adalah 
sampah organik clan non organik. 

(3) Dalam hal volume sam pah sulit diukur, maka volume 
sampah dimaks .. id dapat ditaksir dengan berbagai 
pendekatan, antara lain herdasarkan luas lantai bangunan 
rumah tangga, pe.dagange n, industri, jasa dan perkantoran. 

Ba.;~~ian Ke :iga 
Cara engukur Penggunaan Jasa Retribusi 

Pasal E~ 

Retribusi pelayanun per sampahan digolongkan sebagai 
Retribusi Jasa Umum. 

Bagian K«idua 
Golongan Re tribusi 

( 1) Su ojek Retribi: si ac.alah orang pribadi atau badan yang 
menggunakan ::,elayanan persampahan. 

(:2) Wajib Retribusi ads.lan orang pribadi atau badan yang 
menurut ketcntuai peraturan perundang-undangan 
retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
retribusi, term asuk pemungut a tau pemotong retribusi 
pel r yanan pers, l m pal: .ar .. 

Pai;al 5 

Pas:ll 4 

(1) bjek Retrit.isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
adalah pelaya nan :Je1·sampahan yang diselenggarakan oleh 
P merintah Dr erah. meliputi: 
a. Pengambil.t.n Zpe.rgumpulan sampah dari sumbernya ke 

lokasi Ternpat Pemhuangan Sementara (TPS); 
b. Pengangkuian sampah dari sumbernya dan/ atau lokasi 

Tempat Pernbuangan Sementara (TPS) ke lokasi Tempat 
Pembuangan Akhir (TPA) sampah; dan/ atau 

c. Penyediaan lokas: pembuangan/pemusnahan akhir 
sampah. 

(2) Di ecualikan o.ari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, 
taman, tempat .badah, sosial dan tempat umum lainnya. 



ias lebih 
sar 

J;~a Lanta 
r~1pat La1 
.. Ka~ 
dl 
; as diba 
. ----------- 
clang 
J.3.S 4000 

.ia Larita 
.tu Lant 

.tmah St: 
(~~~-~f_1 
.imah m 
'.~~~-~!_1 
rmah M 
:Wm2 ke 

.imah S, 
:36m2·· 

LONGAN SATUAN TARIF 
3 4 

ingat Sederhana Rp. 5.000/bulan 
·----------------------------- ---------------------------------- 
.derhana Rp. 7.500/bulan 
54m2_) -------- -------------------- ---------------------------------- 

~nengah Rp. 10.000/bulan 
_ 120m2) _________________ ---------------------------------- 

ewah Rp. 23.000/bulan 
atas) 

;}.1 _ Rp. _____ 25.000 /bulan _ 
. ----------------------------- 
.1 _ Rp. _____ 35.000 /bulan _ ·----------------------------- 
.1 _gp: _____ ~Q:QQQ/_~~l~~- ------------------------------ 
itai Rp. 65.000/bulan 
tori Usaha 

Rp. 100. 000 / bulan 
wah 4000m2) __________ ---------------------------------- 

Rp. 150.000/bulan 
_ m2 sf d 5000m2)__ ___ ---------------------------------- 

Rp. 250.000/bulan 
dari 5000m2) 

00 
.. 

NO OBYEK RETRIBUSI 
--· 

1 2 
I Perumahan 1. R· 

_____ J:~ 
2. R1 

______ Ei 
3. R1 

_____ J~i 
4. R1 

(] 
II Rumah dan Toko 1. S: -------- 

(Ruko) 2. D1 -------- 
3. Ti -------- 
4. E 

III 
1. Ke 

____ _(~~ 
1 SPBU/Pom 2.Se 

Ben sin ____ _{L1 
3.Be 

(L1 

Pasal 10 

(1) Be, amya tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang 
diberikan, jenis, serta volume sampah yang dihasilkan; 

(2) Be aran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berdasarkan kctenti.ar pada Peraturan Daerah Kabupaten 
Buton Tengah 'lomor 5 Tahun 2020, meliputi: 

Ilagian. Kelima 
truktur da:n Besaran Tarif Retribusi 

Pasal. 9 

( 1) Ta if Retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun 
se ali. 

!.2) Pe injauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan 
pe kembangan perekor.omian. 

13) Ditetapkan tari: Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dengan Kep .itusan Bupati. 

Pasal 8 

(1) Prinsip dan sasaran ds.lam penetapan struktur dan besarnya 
ta if retribus:. ditetapkan dengan memperhatikan biaya 
penyediaan jasa, ke mampuan masyarakat, aspek keadilan, 
dan efektifitas penge nc alian atas pelayanan persampahan. 

(2) Biaya sebagainana di:naksud pada ayat ( 1) meliputi biaya 
operasional da 1·1 perr.eli haraan peralatan. 

E: agian Kleempat 
Prinsip dan Sasrnran Penetapan Tarif Retribusi 

... 
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ng 
an/ 

ukan 

ment 1. Kecil Rp. 500.000/bulan 
- - -- - _ P~! mlah ~~1!1-~ -~-J QQ _ !?~~l- - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2. Secang Rp. 750.000/bulan 

______ (~~- =~~-. ! 9. ! _~/A _~_9_9_ .kamar] _ 
3. Be:3ar Rp.1.000.000 /bulan 

_____ >_:?_:) 1 kEm;:1._r_.._·) --1 

1. Bic skop Kecil Rp. 50.000/bulan 
______ { 1 _ ~; _ u di o I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
2. Bioskop Seclang Rp. 75.000/bulan 

... - - _ ( ~ - ~ ~ ):~~J~; - - - . - - - - - - - . - - . - - - - - - . - - - - - - - . - - - . - - . - - . - - . - . - - . - . 
3. Bioskop Besar Rp. 100.000/bulan 

______ ( 3 _ E: tu di o _ at, l u _le b ih) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
4. Gendung Pertujukan/ Rp. 25.000/bulan 

______ Ser: ,agun a I :ecil _ 
5. Gecmg Pertunjukan/ Rp. 30.000/bulan 

______ Serbaguna. E:edang _ 
6. Gendung Pe:i:unjukan/ Rp. 40.000/bulan 

Serbaguna Eiasar · 

1 Rp. 300.000/bulan 

Lo ·men 
san / 
u,un 

kelan 
ucian 

Mobil 

iom 
Mobil 

1. Kecil Rp. 150.000/bulan 
- - - - - _ ( ~: }._? 9..~ ~ ~l . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2. ~~edang Rp. 200.000 /bulan 

- - - - - - ( l _ ~ Q ~ ~ - ~~I _1 __ '.? _~ g ~ ~ )_ _ - - - - .. - . - - - - - - - . - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - . 
3. Besar Rp. 250.000/bulan 

-----~:~- 240r~---------------~ 
1. I(xil Rp. 250.000/bulan 

______ L: }_ ~-9..~??l _ 
2. Scdang Rp. 500.000/bulan 

______ (j.'.20m2 s/d 240m2 ---------------------------------- 
3. Bcsar Rp. 750.000/bulan 

______ __.__> __ 240na _ 
ah 1. x.eu Rp. 50.000/bulan 
Klinik ( ~ l _? 9..f!lJ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Apotik 2. Sedang Rp. 75.000/bulan 

- - - - - - ( _~ : ;!_ Q ~ ~ - ~I__, ~- _'.? _~ g ~ J _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
3. Bc::sar Rp. 100.000/bulan 

-------+--~> )40ml ~ 
1. Kccil Rp. 75.000/bulan 

______ ( 1 ", l _ - _ 50 _ ka mar) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
2. Se dang Rp. 150.000/bulan 

_____ J~c, _ ~ 11_ J Q!r ~~~?:r:L _ 
3. Besar Rp. 500.000/bulan 

- ....... >_:': qo ka mar) 

----~--------------+--------~ 

Rp. 500.000/bulan 3. l+esar 
Luas lebih dari 501m2 

4 ---------~--------+------------! 
otong 1. l.ecil Rp. 300.000/bulan 

- - - - - - : !~~~~- ~?_l!l~ -~ /_ ~ - -~ QQ~~} _ - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2. :::edan.5 Rp. 400.000/bulan 

- - - - - _ ! ::~~~~- _ ! g_ ~ ~~- -~ ! ~ - ~QQ~~l- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3 
-- 

1 2 -- 
2 Rumah P 

3 Show Re 
Motor/ 

4 Perbeng 
dan Penc 

Motor/ 

5 Rum 
Bersalin/ 
Bersalin/ 

6 Asrama/ 
/Kos-Ko 
Rumah S 

7 Hote 
8 Aparte 

9 Gedu 
Pertemu 
Pertunj 

-. 



11 

___________ ......._ ~ 

Rp. 300.000/bulan 
:~9:1:Y'? ~~~~ - ~Q-= ~_ QQ _<?_r:g)_ _ - - - - - - - - --- - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - 
.ng Rp. 700.000/buan 
. ~~1:1}'A~·~~ )_~9_-:~QQ _<?_r:g)_ _ 

3 r Rp.1.000.000 /bulan 
'carya wan > 500 org) 

Rp. 100.000/bulan :ucian Mobil Besar 

Rp. 75.000/bulan .ucian Mobil Sedang 

gkel Besar Rp. 300.000/bulan 
------- ·--- --------------------------- ---------------------------------- 

.ucian Mobil kecil Rp. 50.000/bulan 

Rp. 150.000/bulan gkel Bedang 

Rp. 75.000/bulan gkel :<:edl 

Rp. 300.000/bulan 

1 Rp. 100.000/bulan 
5Qrr L 2} _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
ang Rp. 350.000/bulan 
m2_ s/d 500m2J ---------------------------------- 

ar Rp. 500.000/bulan 
om:!1_~~~~~~--~~~~~~-- 
1 Rp. 50.000/bulan 
Om~) ---------------------------------- 

ang Rp. 75.000/bulan 
~~ - ~~f_~l_ -~-1~~~- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - -- - - - - -- - - - - - -- - - 

ar Rp. 125.000/bulan 
Om21 

~!~~-- -------------------------------- _gp:_~ .500.000 f bulan _ 
~p_g_ ~~!~- -- -- - -- -- - - -- -- - --- - ---- _gp: ~QQ:QQQ/_~~~?!1 __ 
~_n_g_ [?_~?:- - - --- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - gp: _ - _ J~Q: QQQ/_~~~~ - 
~!L_g_J!g~------- gp:_~ :QQQ:QOO / bulan _ 
~-~·_g_ }~p~( gp: L~QQ: QQQ/_~~t?:1! __ 

~gJ...ima Rp.2.000.000/bulan 
ag~~g _}?_t;~~~~p~~/ hari gp: ~: QQQ /_ hari _ 
a_ -~·~Y1~_1jj~~-!)_f _l?~-~J?.- gp: ~:QQQ /_ hari _ 

f_l_o~/ ~~~_!)_g gp: ~: QQQ l. hari _ 
o_ 1 i_ p ~~~ J~t _ ! _ - - - - - - - - - - -- - - - - _gp: __ -- - _\ Q: QQQ /_~~~~ - 
0 __ 1_i_ P:~~~-1:- ~t_ Il gp: -~ ~:QQQ/_~~!?:~ _ 
~~1sar Lt. III Rp. 20.000/bulan 

1 ( Rp. 500.000/bulan 
001 )rr _2} _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

ang Rp.1.500.000/bulan 
00m2 _ s / d _10. 000m2) _ 
ar Rp.3.000.000/bulan 

.000m2) 

4 3 ------------r---------- -- 
1 2 -- 

1. Cott ------- - - - - - 
2. Hint ------------- 

10 B; ir / Diskotik 3. lsint ------ ··----- 
dan Seje risnya 4. bint ------ . - - - - - 

5. ::lint ------· - - - - - 
6 . El int 

.. 

1. F'~d ------·· ----- 

--~----!~r~j__ 
11 Pasar 3. Eios ------- -- ---- 

4. TDk ------- - . ---- 
5. Tok ------- ·----- 
6. 1'.:,k 

-- 
1. l('.!Ci 

_____ J: -~: 
12 Restor in 2. Scd 

______ g~.Q_ 
3. Bes 

()~; 0 
1. Kcci 

_____ _{~ 2 - - - 

13 Rum ah Makan 2. 81:d 
_____ _{~;:;Q 
3. Bc::3 

(>~iO 
1. Kc:;i 

_____ _{~ ~-? 
14 Catering 2. Sed 

______ Lt~ 9- 
3. Be::. 

(>?:+ 
Mini Market I 

15 Supermarket I 
Ma.L' Pasar 
Swalaya.11- 

·- 

1. Be:~t 
----------· 
2. Be1~ 

------------. 
3. Be1 

16 Industri -----------· 
4. Per_: 

----------- - - 

5. Pen<: 
----------- 
6. Pen< 

1. Keci 
______ pg~. 
2. Sed: 

17 Pergedungan - -- - _ J~!h: 
3. Bes, 

(Jlh 
-- 

' 
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-- _ __.__ ---- ___. 

sata 

lah 

akit 
na 
an 
a 

_) _._ - !'.~~-1!1~:\ ~~~!_~-~~tl_ - - - -- -- --------- }~I?: __ - - -~Q:QQQ/_~~t~~ - 
--~: __ h'.~-1!1~;!"_~~~~-~~~9:~g J~P: J~.000 / bulan _ 
- ~-· - _ ;:i ~-I!l~J~_ ~·~~!!_ !?-~~9:~- - - - - - - -- - -- - - - - gp: _ - - -~ QQ: QQQ/_~~t9:~ - 
_i: __ ?~~~~~~~ ?-_~ /_ ~~~~- - - - - - - - - -- - -- - - - _gp: __ - - - ~~: QQQ/_~~t9:~- 
_ §_. __ J~·!~t)1_i]:l_i_~ l~~aj_p_~n-g~~~-~~--- _gp: ~~:QQQ/_~~t9:~- 

----1_6_._l~_potek Rp. 50.000/bulan 
kan _) : __ !~~~~9A9i_~!L!?-_ - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - _gp:_ - - - - _t~: QQQ/_ ~~!9:~ - 
___ 2_._1~'.~mpat Pelatihan Rp. 25.000/bulan 
t _ -~: __ ~l'.~_~j!~ _ ~?I9: -- - -- - -- _ gp: __ - - - -~ ~: QQQ/_~~!~ - 
I _ ~: __ ~-,;~~j9: ~P: -~ ~: QQQ/_~~!~ _ 
o_s_ia_1 3_. _l\Lusolah Rp. 5.000/bulan 

1. Cicdung olahraga negeri Rp. 50.000/bulan 
I< i:·cil --------- ------- ·--- ·----------------------------- ---------------------------------- 

2. Ci::dun~~ o.ahraga negeri Rp. 75.000/bulan 
------~~:s1:_~_g_ --- ----------------------------- ---------------------------------- 
3. Gcdung olahraga negeri Rp. 100.000/bulan 

Bcsar --------- ----------------------------------------- ---------------------------------- 
4. Gcdung olahraga swasta Rp. 75.000/bulan 

K,:dl ---------· ----------------------------------------- ---------------------------------- 
5. Gtdung ol.ahraga swasta Rp. 100.000/bulan 

- - - - - - ~ ~ '.: ~9:I)_g_ - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
6. Gcdung olahraga swasta Rp. 150.000/bulan 

Bc:;ar --------- ··-------· --- ---------------------------- ---------------------------------- 
7. Laoangan Golf dan Club Rp. 250.000/bulan 

House ---------· ---------------------------------------- ---------------------------------- 
_§_. __ ~?P~-g~~ _ J~-<?~~ _ ~~~ -~P: ~QQ: QQQ/_~~!9:I) __ 

--+-9_._L_apangan Voli Terbuka Rp. 50.000/bulan 
__ L __ f~~: !9:~ -~ -~ t ~?!9: ~P: I. QQQ/_ 9!:~_g _ 
_ -~-·- _ f~ ~1 tai _ ~ a'Obu ~P: -~:QQQ /_ Q!:9:I)_g _ 
_ ~:- _ f~~I !aj _~;~!~ ~1?_<; -- _ -- -- ~P: -~: QQQ !_ 9!~g_ 
_i: __ Pa. !9:~ Y!. 9:1! topi Rp. -~: QQQ!_ 9!:~g _ 
_ -~-·--f~L taj _ Q~ :1}?~~i- gp: I. QQQ /_ Orang _ 
_ ~-·--f~~~ ~ajJ~~~n.g!_I~~g9: gp: -----~: QQQ/_Q!~_g _ 
_ ?: __ Pai: ~9:~ _ ~t ~g~~ -~~~ ~~- gp: -~: QQQ/_ 9!:~g_ 
_ §: __ Pan ·:~LI~~j_, ~g_ 9-~1_i_~ gp: _t QQQ /_Q!~g_ 
9. Ob ck Wi sata Pantai Rp. 1.000/0rang 

1--_L_a_i:~\~---------i~-------~ 
_} _. __ 9_~;;. -~~~qJ?~~ - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - _ gp: __ - - - - - _tQQQ/_ QJ:9:I)_g_ 
--~ : __ 9_~,3 -~~-<?. - -- - . -- -- --- --- -- --- --- - - - - - -- - _gp:_ -------~=QQQ/_Q!~g_ 
-~:- _ 9_~H -~t1~~J-~j- - - - -- - -- _gp: __ - -- - - -~: QQQ /_ Q!:9:I)_g _ 
_ i: __ 9_~~l J_~C?J_i ~P: _t QQQ/_ 9!:~I)_g_ 
--~:- _ 9_~~l ~~9: ~ ~~~~9:- -- -- gp: tQQQ/_ Q!:9:~g_ 
6. Ob'1:k Wi~a1a Gua Lainnya Rp. 1.000/0rang 

.I. __ !?_~!? !=l~- f~ tu ~P: -~: QQQ t. Q!:9:l]_g_ 
- ~: __ p_~~ ~:-~-_Q~ mamba - - - - - - - - -- -- - - - - - - _ gp: _ - - - - - - -~ = QQQ /_ Q!:9:I)_g _ 
_ }: __ !?_~i).~_ f!._I)_~-?~~!- - - - - -- -- - - - - -- - - - - - _ gp: _ - -- - - --~: QQQ /_ Q!:9:~g_ 
4. Objek Wis ats Danau Rp. 1.000/0rang 

Lainnya 

Fasilitas Umum 
4 3 

--....--·------------~--------- -- 1 2 -- 
IV 

Rumah S 

1 dan Sa .. a 
Kesehat 

Lainny 

2 Pen di di 

Temp a 
3 Ibadah 

Yayasan 1" 

4 Sarana O 
Raga 

5 Objek Wi 

-. 



1
...., 
.) 

_ __._ -----·- __._ __, 

70.000/m3 x 
10°/o 

Rp. 

g. Pembs.ngunan Pintu Rp. 150.000/bulan 
.. - - - _ g~!'! ~ b ~g_ - - . - .... - - .. - - ... - - ... - - - - - - . - . -- - .. - . " - - - - .. - - - - - - - - - - " - - - - - - - ". - .. - 
--~\. __ p_~_l1}?~-!}:gy_~~~-_7\1_g~------------~-P.: ??9_,_Q9_Q/p_~!?.-P:_ 
) . _ X~~ !?~ -~gy_~?.-~ . .I~~~P:?.-L __ BP: J ~9- ._QQ_Q/ P_~!~P:- 
j. __ Perr !?~ ~gy_~~~-~-~~1-~~~- _J~P: }Q9_._QQ_Q/t>~!~P:- 
k Pembangunan Rp. 300.000/bulan 

Pert arr tin a 
·------·-·---· --------------------------------------------------------------------------- 

1. Pembangunan lainnya: 
--~-----~~-~_c:j_l ~p_. ~_9-Q:9_QQJ_~~-l-~~- 
--~-----~?~~l-~~g ~p_. ~_9-Q:9_QQJ_~y~~~- 
--~----J~-~~i-~~---·-·---------·-·--·-·-··------·~p_. }_QQ:9.QQ/_~~-1-~_ 

3. Sa~r1pah PLTU Rp. 150.000/bulan 
4. Sa::1pah PLN Rp. 150.000/bulan 
5. Sa+ipah Pe.rusahaan / Rp. 75.000/bulan 

f---_p_a_l~_i.L__ --------+--------------i 

6. IPP.l.,/Tin_ia 

---·------.- ------------ ----------------------------------··-----------------------------------------1 

2. ~>a Ba1.g11nan: 
·=-· Bangunan 66-100 m2 Rp. 100.000/bulan 

--· -------. ·-------------------------------------- ------------------------------------------ 

-~:'~--~?.-n_g~~P:~~-J.?Q-:-~_QQ __ t~f )~P: )_~9_._QQ_Q/J?.~!~P:- 
__ ( ---~?.-!L_gtl~-~--~-?9~}?Q __ ~~-------~P: ?Q9_._QQ_Q/J?~!~P:- 
__ (j : .. BangunanGudang ~: _??9_._Q9_Q/J?~!~P:- 
__ (~. __ p_~_I}~~a!):gy_~~~-T~~~~---·------~-P.: }Q9_~QQ_Q/~~!?.-P:_ 

I. Pembangunan Rp. 200.000/bulan 
Pelabuhan 

Khus us 

or Rapat./ 
muan 

tors.n 

n H'buran 
rminal / 
buhan / 
ar Udara 

rbi daya 

1 2 

6 Ccka 

7 Tama 
T~ 

8 Pela 
Ba1d 

v Perk.m 

VI Aula Kant 
Perte 

Penut 
VII .Jalar./ 

Pernika 

VIII Sampah 

2. E,::danr Rp. 200.000/bulan 
_______ (L l:1.~~ __ 191 _~ht ~9_9-~ ~L_ _ 
3. Eiesar Rp. 300.000/bulan 

---~(]= .1as ~50~0) __ 
J_. ~:-~!~--~~tp1~!-~YP~tj__ -~P: ?Q_._QQ9/h~!L _ 
_ ~---- -~ ula ~~lp_t C?! .PP..~- . . ~P: ?Q_..QQ9/h~_rj _ 
_}. ~1-~!~--~~LP_tC?!_Qpp -~P: ?Q_._QQ9/h~t __ 
-~-·---~L~!~--~~L!J:!C?!.~?.-~~!_ -~P: .??:_QQ9/h~--- 

----t--5_._A!.'.la K§;Qtor Lurah/Desa Rp. 20.000/hari 
upa1 l _ 1. _ J.: .lan _ Provinsi ----·-·---------·-·--------- _ Rp. 200. 000 jkeg. _ 
Pest a _ 2 . __ Jdan _ Kab upaten Rp. 150. 000 /keg. _ 

hanf d_l_l __ 3_._J_,)an Q~s.1 Rp. 100.000/keg. 
1. Dr.mestik insidentil Rp. 75.000/bulan 

_ __ Rp. 200.000/bulan 
1. Terminal angkutan umum Rp. 200.000/bulan 

--------- ------- -·----------------------------------------- ----------------------------------------- 

2. Pelabu han Laut Kecil Rp. 500.000/bulan 
--------· --------- ----------------------------------------- ----------------------------------------- 

3. Pelabu han Laut Sedang Rp.1.500.000/bulan 
---+--- 

1. E1~cil Rp. 100.000/bulan 
(~,uas s/d 100m2) 

----4-1-1-.-;v[aka;-Smgia3 Wambulu Rp. l.~00/0rang 
------- ------------- ------------------------------------- ----------------------------------------- 
2. l.renteng 3ombonawulu Rp. 1.000/0rang 

- - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
3. Ubjek Wi sata Cakarbudaya Rp. 1.000/0rang 
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Pass.I 13 
(1) Pungutan retrit.isi dilaksanakan oleh: 

a. Desa/kelurahan, untuk sampah rumah tangga; 
b. Dinas, untul: sarrpah kategori usah terkecuali sampah 

pasar, fasir.tas urnum, perkantoran, aula kantor 
rapat/pertemuan, penutupan jalan/pesta pernikahan 
clan lainnya, sampah khusus dan sampah visual. 

c. Dinas Perinclustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton 
Tengah untul: sampah pasar. 

(2) Pemungutan rei.ribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tida dapat dibc .ongkan. 

Pas.a.I 12 

( 1 I Retribusi dipi: ngut c engan menggunakan SKRD a tau 
dokumen lain yang dipersamakan; 

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) dapat berupa Karcis, Kupon dan Kartu 
Langganan. 

(3) SK D/Karcis/Eupon/Kartu Langganan sebagaimana 
dimaksud pada ays.t (1), berlaku sebagai Tanda Bukti 
Penerimaan Reribusi Pelayanan Persampahan. 

(4) Bentuk format. SKRD dan/atau dokumen lain yang 
dip rsamakan .sebag.air.iana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) tercanturn dalarn lampiran I Peraturan Bupati ini. 

Hagian Kesatu 
Tata Cara Pemungutan Retribusi 

BAB rv 
KETE:NrTUAli ltETRIBUSI 

( 1) Retri busi dipungut di wilayah Kabupaten Bu ton Tengah. 
(2) Retribusi yang di pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diwilayah Daerah tempat Pelayanan Persampahan. 
(3) Retribusi dipungut seb agaimana dimaksud pada ayat (2) 

dengan mengu nakan SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 

(4) Hasil pungutan retribu si sebagaimana dimaksud pasal 10 
disetor ke kas dacrah. 

Paual 11 

Ilaglan Keenam 
Wilayah Pemungutan Retribusi 

---1--------------------------~ 4 3 2 
. _t _. ~1:~~_i_l_ - . -- . - . -- -· .. - - - - - - - - - -- - -- _!~p_. _ -- --~Q J~QQ/J~~!~- 
- ~-- - - ~: ~1~g_ - -- - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - ~p_. _ - - -~QQ ~QQQ/_~~~~-- 
3. Hesar Rp. 150.000/bulan __ ____. _ Sampah Visual IX 

1 

-. 



Pasal 15 

( 1) Pe nbayaran :~etribusi ke Kas Daerah dapat dilakukan 
melalui Bendahara Pererimaan atau langsung ke Bank yang 
ditunjuk. 

(2) Pembayaran re tribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
paling lama ]0 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal 
diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang 
di persamakan. 

(~~) Tata cara :;,emb2.yaran retribusi melalui Bendahara 
Penerimaan sebaga.rnana dimaksud pada ayat (1) adalah 
se bagai beriki..': 
a. Wajib Retr.busi menyetor uang kepada Bendahara 

Penerimaan, dan :nendapatkan SSRD yang telah divalidasi 
oleh Bendah.ara Penerimaan sebagai bukti setoran; 

b. Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a mcncatat dalam buku penerimaan dan wajib 
disetorkan ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam; 
dan/atau 

c. Penyetoran ke Ks.s Daerah sebagaimana dimaksud huruf 
b mengguna kan Surat Tanda Setoran. 

(·-+) Pernbayaran Retribusi melalui Bank sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) c.ilakuka n sebagai berikut: 
a. Wajib Retrbusi at au yang mewakili menyetor uang ke 

Bank dengm menggunakan SSRD, dan menerima bukti 
pembayars.a berupa SSRD yang sudah divalidasi oleh 
Bank; dan I atau 

b. SSRD yans, sue.al: divalidasi Bank diserahkan kepada 
Bendahars. Penerirnaan 1 (satu) rangkap. 

Pas~Ll J.4 

(1) Pembayaran ret.ribusi ciilakukan oleh Wajib Retribusi yang 
harus dilakuks.n secara tunai/lunas dengan menggunakan 
SS D atau doki. men lain yang dipersamakan. 

(2 Wajib Retribus t menyetorkan retribusi terutang ke rekening 
Kas Daerah den gan rnenggunakan SSRD. 

(3) SSRD sebagairr.ana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 
4 (empat) masir.g-masir.g: 
a. Lembar I : .mtuk VTajib Retribusi; 
b. Lembar II : .mtuk Kas Daerah; 
c. Lembar III : · .. mtuk Bendahara Penerima Perangkat 

Daerah; dan/atau 
d. Lembar IV : ur.tuk Badan Keuangan Daerah. 

(4) Bentuk format SSRD s.ebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
tercantum dalarn Larnpiran II yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahk.in dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kedua 
Tata Cara Pembayaran Retribusi 
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Pasa.l 18 

(1) Besarnya penetapan dan penerimaan Retribusi dihimpun 
dalam buku regis.trasi sebagai dasar membuat laporan. 

(2) Pemegang Kas Pemhantu Penerimaan atau Bank yang 
ditu juk, wajib membuat laporan penetapan dan realisasi 
penerimaan kepuda Dins.s selambat-lambatnya pada tanggal 
10 bulan berikunya. 

(3) Lap ran sebagai.nana climaksud pada ayat (2), dilampiri 
dengan Buku Ka.s Penerimaan Retribusi. 

Bai gian Ke lima 
T ta Cara Pernbukuan dan Pelaporan 

Pasnl 17 
(1) Semua penerim.ian rctribusi pelayanan persampahan disetor 

ke rekening kas umum daerah. 
(2) Penyetoran penerimaar retribusi pelayanan persampahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh 
pemegang kas pembantu penerima/bank yang ditunjuk 
melalui Bendahara penerimaan pada Dinas dengan 
mengggunakan »embukuan penerimaan retribusi pelayanan 
persampahan, 

Bugia Kee mpat 
Tata ·t~ara Pe.nyeroran 

Pasal 16 
( 1) Retribusi ten: tang berdasarkan SKRD dan/ atau kurang 

bayar, ditagih dengan menggunakan STRD. 
(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan oleh petugas pemungut retribusi dengan 
terlebih dahul.1 menyerahkan Surat Teguran. 

((~) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
di eluarkan / (tuju 1.) hari sejak saat jatuh tempo 
pembayaran. 

(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran 
se agaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, wajib 
retribusi harus melunasi retribusi terutang. 

(5) Re ribusi yang terhi..ta ng sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) dapat dilur.asi melalui Petugas Pemungut Retribusi atau 
langsung dibayarkan melalui Kas Daerah. 

(6) Jika dalam 7 (tujuh) hari sejak saat diterimanya Surat 
Teguran belum dibayar, dikenakan denda 2% (dua persen) 
per bulan dari jumlah retribusi terutang. 

(7) Bentuk format STF~D dan Surat Teguran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (11 dan ayat (2) tercantum lampiran III 
yang merupak.an bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupa ti ini. 

13agia n t<.etiga 
Tata Oaira Penagihan Retribusi 
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Pasa1 21 
(1) Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran 

retribusi, Wajib Retribu.si mengajukan permohonan secara 
tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati melalui 
Keps la Dinas terkait. 

(2) Perrnohonan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
men --antumkan besarnya pengembalian retribusi disertai 
dengan alasan yang jelas dengan melampirkan: 
a. Fotocopy identitas. Wajib Retribusi atau identitas 

pcnerima kuasa apabi 'a dikuasakan; 
b. Fotocopy SKRD dan Sr~RD; 
c. Surat kuasa b::rmaterai cukup apabila dikuasakan. 

(3) Berdasarkan perruohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) epala Din.as mer ierintahkan Kepala Seksi yang 
menangani sesu.i.i tugas dan fungsinya untuk melakukan 
penelitian dan/ at.au pe:neriksaan terhadap Wajib Retribusi. 

(4) Berdasarkan has.I pemeriksaan atau penelitian terhadap 
permohonan pengernbali.an sebagaimana dimaksud pada 

( 1) Kelebihan pemhayaran retribusi terjadi apabila : 
a. etribusi yar.g dib ayar lebih besar dari retribusi terutang; 

dan/atau 
b. Dilakukan 1:i:·mbayar an retribusi yang tidak seharusnya 

terutang. 
(2) Kelebihan pemiayar.an retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) Kelebihan Pembayaran Retribusi dituangkan 
dals m SKRDLB. 

(3) Bentuk SKRDL] sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkai dari Peraturan Bupati ini. 

Pasul :~o 

8;3.gian Ke: tujuh 
Tata Cara engembaltan Kelebihan Pembayaran Retribusi 

Paual 19 
(j) Hasil punguta.i retribusi pelayanan persarnpahan secara 

keseluruhan di setorkan ke kas daerah dan digunakan untuk 
biaya operas.i.mal guna menunjang kelancaran tugas 
Pelayanan Per.sampahan yang dikeluarkan melalui Dokumen 
Pe.aksanaan Anggaran (DPA). 

(2) Hasi pungut ::1.n retrbusi pelayanan persampahan 
sebagaimana d.mak.sud pada ayat (1) dipergunakan untuk 
menunjang tugis pelay anan persampahan, yang meliputi: 
a. Kegiatan operasional pelayanan persampahan; 
b. Pembinaan surnber daya manusia oleh Dinas; dan/ atau 
c. Pemeliharas.n da.n pengadaan bahan penunjang baik 

berupa adim.nistr asi kantor dan kegiatan lainnya. 

Hagian H.eenam 
Hasil Punguts n Retribusi 
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Pasal. 2"3 

(1) Untuk menguji .cepatrhan pemenuhan kewajiban retribusi 
dalam rangka rnelak sanakan Peraturan Daerah tentang 
retri usi dilakukan pe:neriksaan retribusi. 

(2) Pemeriksaan Rer.ribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilakukan oleh Fi-tugas yang ditunjuk. 

(3) Petugas sebagaimana :limaksud pada ayat (2) dalam 
melakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah 
Pemeriksaan. 

Baglan Kedc~lapan 
Tata Cara F• emeriksaan Retribusi 

Pasal 22 

Pengembalian kelel.ihan pembayaran retribusi dianggarkan 
melalui Anggaran Penac.apatan dan Belanja Daerah pada 
rekekning Belanja Tidak Langsung Belanja Tak Terduga. 

ayat (3), dalarn jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan 
sejak tanggal :literimanya permohonan Kepala Dinas terkait 
harus member ikan .ceputusan. 

(.S) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
te lampaui d.n Kepela Dinas terkait tidak memberikan 
suatu keputu.san, permohonan pengembalian pembayaran 
Retribusi din nggap dikabulkan dan SKRDLB harus 
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

(6) Apabila Waji; Retribusi mempunyai retribusi terutang 
lai nnya, kele bihan pem bayaran retribusi se bagaimana 
dimaksud pada ayat (5) langsung diperhitungkan untuk 
melunasi terle bih dahu lu utang retribusi terse but. 

(7) Setelah diperhitung.can dengan hutang retribusi yang lain 
ternyata kelebihan pembayaran retribusi kurang atau sama, 
maka wajib rctribusi menerima bukti pemindah bukuan 
sebagai bukti pembayaran kompensasi dengan retribusi 
terhitung dimaksud dan tidak diterbitkan SKRDLB. 

(8) Apabila terds.oat ke.ebihan atas perhitungan hutang 
retribusi maka harus. d .terbitkan SKRDLB 

(9) Pengembalian kelebi.aa:a pembayaran retribusi sebagaimana 
dimaksud pada aya.t (1) dilakukan dalam jangka waktu 
paling lama 2 (duaj bulan sejak diterbitkannya SKRDLB 
dengan menerbitkan ~\urat Perintah Membayar Kelebihan 
Retribusi Daerah (SP\1KRD). 

(10) Kas umum daerah rnengembalikan kelebihan SPMKRD 
dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Ulang 
(SPMU). 

( 1 1) Pengembalian . kelebihan pembayaran retribusi pelayanan 
per ampahan .Iibayarkan untuk pemenuhan kewajiban 
retribusi terhitung pr:.ode berikutnya. 

(12) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi 
dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan 
imbalan bungs sebe sar 2 % (dua persen) sebulan atas 
keterlambatan pembaya ran kelebihan pembayaran retribusi. 

·• 
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(1) Keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 
ayat (1) dapat :liberikan dengan cara diangsur dan/atau 
penundaan pemtayars.n. 

(2) Keringanan retr.ousi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
diberikan kepada Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan 
kemampuan usaha mi kro, kecil dan koperasi yang dibuktikan 

Pasal ~a7 

Pasal :26 

(1) Pemberian pengi.rangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
25 ayat (1) diberikan satu kali saat retribusi terutang. 

(2) Pem berian pengurangan retribusi pada saat retribusi sudah 
membayar retribusi dapat dikembalikan sesuai dengan 
besamya pemberian pengurangan retribusi yang dikabulkan. 

(31 Besarnya pemierian pengurangan retribusi ditetapkan 
dengan Keputusun Bu pa :i, 

Pasal 25 

(1) Pengurangan rerribus i sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
24 yat (1) diberikan kepada Wajib Retribusi yang melakukan 
usa a kecil, ata 1 usaha menengah yang telah ditetapkan oleh 
Pemerintah Daer ah. 

(2) Pemberian penvurangan retribusi sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, di berik.an paling banyak 25% (dua puluh lima 
persen) dari SKF~D. 

Pasal 24 
(1) Bupati dapat rnemberikan pengurangan, keringanan dan 

pembebasan retribusi. 
(2) Pengurangan, keriiganan dan pembebasan retribusi 

sebagaimana cl.imaksud pada ayat (1) diberikan dengan 
memperhatikai kemampuan Wajib Retribusi antara lain 
untuk mengangsur. 

Bagtan E:esembilan 
T ta cara penguranga.n, keringanan dan 

Pem oebasan retribusi 

(4) Petugas pemeriksa retribusi sebgaimana dimaksud pada 
ayat (2) dalarn melaksanakan tugasnya dapat meminta 
bantuan pengamanan kepada Instansi terkait apabila 
di erlukan. 

( .. ) Wajib Retribusi yang d .periksa wajib: 
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau 

catatan, docume n yang menjadi dasarnya dan dokumen 
yang men j adi dasarnya dan dokumen lain uang 
berhubungan de.igan objek retribusi yang terutang; 

b. memberiks.n kesernpatan untuk memasuki tempat atau 
ruangan yn ng dianggap perlu dan memberikan bantuan 
kelancaran pemeriksaan; dan/ atau 

c. memberikai keterangan yang diperlukan. 
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Pasa:t 29 

(1) Pengajuan pengurangar keringanan dan pembebasan 
retribusi, diajukan dengan permohonan secara tertulis paling 
lama 7 (tujuh) hari ke rjs. sejak ditetapkannya SKRD atau 
dokurnen lain yars; dipersamakan. 

(2) Permohonan sebagaima ia dimaksud pada ayat (1) 
disam paikan oleh Waj ib Retribusi kepada Bupati melalui 
Peranzkat Daerah terkait disertai dengan alasan yang jelas 
dan dapat dipertaiggungjawabkan. 

(3) Permohonan penguranga n, keringanan dan pembebasan 
retribusi sebagair.iana climaksud pada ayat (2) harus 
melarnpirkan: 
a. Fotocopy SKRD; 
b. Surat keteranganj'pernyataan dari Kepala Desa/Lurah dan 

Carnat dimana usaha cen] atau kegiatan terse but berada 
dan pemilik usu ha d 311 I atau kegiatan adalah orang yang 
tidak mampu. 

c. Fotocopy KTP. 
(4) Kepala Perangkat Daeral: terkait memerintahkan Kepala 

Seksi yang menangani sesuai dengan tugas fungsinya 
melakukan pene .itian a tau pemeriksaan terhadap 
permohonan Wajib Retribusi. 

(5) Setelah menerima : aporan hasil penelitian dan pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud p ada ayat (4), Kepala Perangkat 
Daerah terkait menganalisa dan mempertimbangkan 
permohonan dimaksud dapat diterima/ ditolak. 

a. Kegiatan usaha mixro; 
b. Objek retribi..si mil:k .Pemerintah/Pemerintah Daerah. 

(3) Pembebasan rc:ribusi terhadap kegiatan usaha mikro 
sebazaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibuktikan 
dengan surat pernyataan bermaterai yang menyatakan 
sebazai pelaku usaha mikro dengan menyebutkan kekayaan 
bersi paling br.nyak Rp. 50.000.000,- (Zima puluh juta 
rupiah,-) tidak terrnasuk tanah dan bangunan tempat usaha 
yang diketahui olch Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat. 

Pasal 28 

(1) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 
ayat ( 1) diberikan kep.ada W ajib Retribusi yang tertimpa 
bencana alam. 

(2' Waji b Retribusi <ebagnimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi 

dengan rekome .idasi ds.ri instansi terkait sesuai dengan jenis 
us ha. 

P) Angsuran peml.ayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dilakukai paling banyak 12 (dua belas) kali dalam 
jan zka waktu 1 ~! (dua bolas) bulan. 

(L1-) Penundaan pemoayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua 
bela s) bulan. 
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Pasal 31 
(1) Piuiang retribus i yang tercantum dalam SKRD atau STRD 

yang tidak mur ;~kin atau tidak dapat ditagih lagi karena hak 
untuk melakur.an per agihan sudah kadarluwarsa dapat 
dihapuskan. 

r2) Kepala Perangkat Daer ah terkait mengajukan permohonan 
kepada Bupati untuk menghapus piutang retribusi karena 
sudah kadaluwarsa. 

(~q Penghapusan piutar.g retribusi yang sudah kadaluwarsa 
sebagaimana climaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Keputusan Bup .iti. 

(4) Piutang retribus.i yan g t idak dapat ditagih atau tidak mungkin 
ditagih lagi seb-.gaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. Wajib Retr ibtrsi yang dinyatakan pailit berdasarkan 

keputusan pengadi .an yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap dari hasil penjualan harta tidak mencukupi 
untuk melunasi utang retribusi; 

b. Wajib Ret ribusi meninggal dunia dengan tidak 
rneninggalkm harta warisan dan tidak mempunyai ahli 
waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan; dan/atau 

c. Hak untul: melakukan penagihan sudah kadarluwarsa 
dan sebab .ain se suai penelitian. 

Ba.gian Kesepulu 
Tata ara Penghapusan Piutang Retribusi yang 

l{adal.uwarsa 

Pas.al 30 

Dalam hal objek retribuai sedang dalam proses pengajuan 
pengurangan, tidak dikenakan sanksi administrasi berupa denda 
keterlambatan. 

(6) Atas dasar pertimbanga n Kepala Perangkat Daerah terkait 
sebazaimana dii raksud pada ayat (5), Bupati menerbitkan 
Surat Keputusa n te nt ang penerimaan atau penolakan 
permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan 
retri 'rusi. 

(7) Keputusan atas penerimaan atau penolakan permohonan 
pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi 
sebagaimana d: ··naks11d pada ayat (6) diterbitkan paling 
lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan 
diterima. 

(8:1 Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
terla mpaui, ruaka permohonan dianggap diterima 
/ dikabulkan. 
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Pasal 35 

Dalarn hal wajib retrbusi .ertentu tidak membayar tepat pada 
waktu atau kurang rnembayar, dikenakan sanksi administratif 
berupa bunga sebesar '.2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi 
yang terutang yang tidr.k ata.u kurang bayar. 

BAB VI 

SANKSI ADMINI:;TRATIF 

Pasall 34 

(1) Pelaksanaan pe.ugawasa.n dan pengendalian retribusi 
dilakukan oleh Pe : .. angkat Daerah terkait. 

(2) Dalam melaksa naka.i tugasnya Perangkat Daerah 
sebagaimana dimaksud oada ayat (1) dapat bekerjasama 
dengan Badan Keuangan Daerah, Satuan Polisi Pamong 
raja, Pihak Kecamatan atau Instansi terkait lainnya. 

BAHV 

PENGAWASA)lf DAH F'ENGENDALIAN 

PasHl :S3 

Pemanf atan retril: usi digunakan sebesar-besarnya untuk 
kepentingan masys.rakat yang dialokasikan untuk program 
pe nban zunan melnlui kegiatan-kegiatan yang berada di 
Perangkat Daerah. 

Paual 32 
C-) Per.mgkat Daeruh yang melaksanakan pemungutan retribusi 

dapat diberi insr.ntif s.ta.s dasar pencapaian kinerja tertentu. 
(2) Inscntif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan 

melalui Anggar .m Pendapatan dan Belanja Daerah pada 
tahun berjalan yang penganggarannya pada Instansi masing 
ma ... mg. 

(3) Pemberian inset) tif pernungutan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dapat dil.akuk.an setiap triwulan. 

(4) Khusus untuk triwulan :v pemberian insentif dilakukan pada 
awal tahun berilr.rtnya .. 

(5) Besaran insenti( pemungutan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapk.n dengan Keputusan Bupati. 

E :, gian Kesebelas 
Tata cara Pembe.rian Insentif dan Pemanfaatan 

Retrihusi 
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BERITA AERAH KABUPATE:N BUTON TENGAH 
TAHUN 2C<~O NOMOR . 

Diundangkan di Labungkari 
pada tanggal ~3 ~ 11 20:?0 

SEKRETAR.lS DA 

Ditetapkan di Labungkari 
pada tanggal 1- 3 - 11 - 2020 

BUPATI BUTON TENGAH, 

Agar setiap orar.g dapat mengetahuinya, memerintahkan 
Pengundangan Peruturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabups.ten Buton Tengah. 

Pasal 36 

Peraturan Bupati ini berlaki. pada tanggal diundangkan. 

BAB VII 

K.E11.l~NTUAN PENUTUP 



( ) --------------------~------~--~ 

Yang Menerima, 

'rANDA TERIMA 

... t ~ tnting d i..sin . 

No. SKRD : . 

Diterima oleh: Penyetor, 
tuias Tempat Pembayaran 

( ) 

( N ama 
NIP. 

2020 Labungkari, 

Kepala Dinas, 

t -, 1} dengan mer ggunakan SKRD ini. 
a c tu paling amc 30 hari sejak SKRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi beru.pa 

----------------------------------1 
---------------------------------1 

---------------------------------! 
·------------------------------- 

·---------------------+-------------1 
---------------------+-------------1 

Jumlah 
(Rp) - ·------------------+----~~------; 

titribusi Daerah 

:Surat Kete·:apan Retribusi Daerah 
:Masa Retrtbus! . 
·rahun . 

2020 Labungkari, 

FORM T SURAT l~:.ETE~rAPAN RETRIBUSI DAERAH 
-~iKRD) 

SK.RD No. Urut 8 Pemerintab Kab paten Buton Tengah 
SEKRETARIAT DAERAH 
Jalan Gersamata No. 5 L ukudo - L tbungkari 
Telp!Fax. E-Mail pemda hutontenph@yahoo.com 

Nama ......................................... 
Alamat .... ··································· 
NPWRD =[JD I I I 

Tanggal Jatuh Tempo 

No Ayat Jenis R 

Jumlah I< etetapan Pokok 

Jumlah Sanksi : a. Bunga 
b. Kenaika 

Jumlah Keseluru ~an 

Denzan Huruf 
PERHATIAN 

1. Harap Penyetoran dilakukan melalui K< s Daerah (Bank Sul 
2. Apabila SKRD ini tidak atau «uranq ba.iar setelah lewat w 

bunaa 2% (dua persen} perbui rm. 

Ruang untuk Teras/Kas 
Registrasi/Tanda Tangan Pe 

Petugas Penerima, 
Tangg, l 

Tanda Tangan 

Nama '''erang 

........................................................ ............... .......................... 

NPWRD 
Nama : 
Alamat : 

LAMPIR.ANI 
PERATURAN BUPAT BUTON TEI\<}AH 
NOMOR TAHUN 2020 
TANGGAL: NOVEMBER 2020 
TENTANG: PENTUNJUK PELAKS1~ NAAN PI~RATURAN DAERAH 

KABUPA.EN BUTON r~l3:NGAH NOMOR 5 TAHUN 2020 
TENTAN<} RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN 



Hi tan 
Hi tan 

Biru 
Kuning 
Pu tit 

12 en 
6cm 
HVS 

Uku an Panjang 
Uku an Lehar 
Jenis Kertas 
Warna Kertas: 
a. Golongan I 
b. Golongan II 
c. Golongan III 
W arna Tin ta 
a. Golongan I 
b. Golongan II 

-------------------------------- 

Rp. 
Seri i\ 
No . 

(Dasar Huli.1,m Pera a l',o. 5 Tahun 2020) 

Tunda Pernb ayaran 
Retribus t Pelayanan Persampahan 

Sampah Katejcri Usaha Golongan I, II dan III 

PemerintahJCabup·atE!n Buton Tengah 

.-------------------------------------, 2. SAM AH KATEGORI US llllA. 

Kuning 

Hijau 
Biru 

6cm 
HVS 

12 cm Uku ran Panjang 
Ukuran Lehar 
Jeni.' Kertas 
Warna Kertas: 
a. ( }olongan I 
b, Golongan II 
c. Golongan III 
Warna Tinta 
a. Golongan I Hitam 
b. Golongan II Hitam 
c. Golongan III Mera 1. 

Bess ran Nilai Nominal Retribusi Sampah Rumah Tangga berdasarkan 
Golongan Wajih Retribusi. 

,__ _. 

Rp. 
Seri A. 
No . 

(Dasar Huk ~ n Perd 2 NJ. 5 Tahun 2020) 

T s.rda Pe.nbayaran 
Retribusi Pelayaran Persampahan 

Sampah Rums. Tangg a C olongan I, II dan III 

Pemerintah )Cabup;a,te n Buton Tengah 

.---------------··--------------------, 
1. SAM AH RUMAH TANG(iA 

BEN UK, WARN)~:, UKURAN DAN NILA! NOMINAL 
KANCIS, TANDA :PEMBAYARAN 

RETRIBUSI Jl:ELA Y.~ AN PERSAMPAHAN 
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Seri A 
No ......... Rp. 

------- 
Uki ran Panjang 12 cm 
Uki, ran Le bar 6cm 
Jen 1 s Kertas HVS 
Wa1 na Kertas: 
a. Golongan I Putih 
b. Golongan II Kuning 
c. Golongan III Hijau 
War na Tinta 
a. Golongan I Hita:n 
b. Golongan II Hita:n 

(Daso: Hukum Perda No. 5 Tahun 2020) 

Tanda F'embayaran 
Retrousi Pe lay.man Persampahan 

Sampar Perkantoran Golongan I, II dan III 

PemeriJ!~:ah Kabupaten Buton Tengah 

PERKANT«:1RAN 4. 

c. Gclongan III Mera.i 
Bess.ran Nilai Norn. ·1al Retribusi Sampah Fasilitas Umum berdasarkan 
Golongan Wajib Retribusi. 

Hi tam 
Hi tam 

Merah Mudah 
Kuning 
Hijau 

12 cm 
6cm 
HVS 

Ukur an Panjang 
Ukuran Lehar 
Jenis Kertas 
Warna Kertas: 
a. C rolongan I 
b. Golongan II 
c. < -olongan III 
W an ia Tin ta 
a. < }olongan I 
b. Golongan II 

..._ _ 
Rp. 

:-;eri A 
:"Jo . 

(Dasar i.ukum. ,:>enla No. 5 Tahun 2020) 

Tand.i Pembayaran 
Retrihusi Pel.aya aan Persampahan 

Sampah Fa silitas Um um Golongan I, II dan III 

Pemerin~;1h Kal!!!J,aten Buton Tengah 

FASILITAS lJMUM: 3. 

c. Golongan III = Merah 
Besar an Nilai Norr: aal Retribusi Sampah Kategori Usaha berdasarkan 
Golar gan Wajib Retribusi. 
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a. Jalan Provinsi B:ru 
b. Jalan Kabupatrn= Merah 
c. Jalan Desa Hijau 
Wat na Tinta: 
a. Jalan Provinsi Hitam 
b. Jalan Kabupatcn = Hitam 
c. Jalan Desa Hitam 

1~! cm 
6cm 
HvS 

Ulru ran Panjang 
Uku ran Le bar 
Jens Kertas 
Warna Kertas: 

--------------------------------------' 

Rp. 
Seri A 
No . 

(Dasai -Iukum Perda No. 5 Tahuri 2020) 

11} PemeriJ!)cah Knbupaten Buton Tengah 

_ Tanda Pembayaran 
.;.' Retr ousi Pe lay.man Persampahan 

Sampah P: ru tu pan J alan Pesta Pernikahan dll 

,-----------------------------------. 
6. SAMPA DARI PENUTUPAN ~JALAN/PESTA PERNIKAHAN DLL 

Nilai Nominal Retribusi Ada Rapat/Pertemuan: 
a. J .antor Bupati Rp. 50.000,- 
b. J .antor DPR Rr:. 50.000,- 
c. Kantor OPD Rr:. 50.000,- 
d. 1 .antor Camat Rp. 25.000,- 
e. J .antor Lurah /Desa = Rp. 20.000,- 

12 cm 
6cm 
HVS 
Putih 
Hi tam 

Ukuran Panjang 
Uku ··an Le bar 
Jeni' Kertas 
Wan ia Kertas 
W arna Tin ta 

.__ ___. 

Rp. 
seri A 

\Jo . 

(Dasar iIukuni Pen ta No. 5 Tahun 2020) 

Tand3. Pembayaran 
Retril.usi Pelayanan Persampahan 

Sampa : Aula Kantor Rapat/Pertemuan 

Pemerin~:ah Ka·oo»aten Buton Tengah 

...----------------------------------. 5. SAMPAH AULA KAN~rOR RI\P.\T/PERTEMUAN 

c. G olongan III = Meral: 
Besa··an Nilai Norniral Retribusi Sampah Perkantoran berdasarkan 
Golongan Wajib Retiibusi. 

.. - 
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Besaran Nilai Nominal Retriousi Sampah Visual berdasarkan Golongan 
W a- ib Retribusi. 

Menlh 
Hita:n 
Me rah 

Hijau 
Putih 
Menili 

12 cm 
6cm 
HVS 

Uku ran Panjang 
Uku ran Lehar 
Jens Kertas 
W ar na Kertas: 
d. Golongan I 
e. Golongan II 
f. Golongan III 
Warna Tinta 
d. Golongan I 
e. Golongan II 
f. Golongan III 

---------------------------------' 

Rp. 
Seri A 
No . 

(Dasai rlukum Pet da No. 5 Tahun 2020) 

Tanc.a Fembayaran 
Retr ibusi Pelayanan Persampahan 

Sarnpah Visual Golongan I, II dan III 

Pemerir~!.ah Kabu1>aten Buton Tengah 

.------------------------------------ 
8. SAMPA VISUAL 

Warra Tinta Hitam 
Besa an Nilai l'f:>minal Retribusi Sampah Khusus disesuaikan, 
sebagaimana yang Lelah diat ur dalam Peraturan Bupati ini pada bagian 
Kelima Struktur dar Besaran Tarif Retribusi Pasal 10 Lajur 1 (Satu) Nomor 
VIII clengan Nama C bjek Retrbusi Sampah Khusus pada Lajur 2. 

12 cm 
6cm 
HVS 
Puih 

Ukuran Panjang 
Ukuran Lehar 
.Jenis Kertas 
Warr a Kertas 

.___ ___.. 

Rp . 
E,eri A 
No . 

(Dasar Lukum. F'erdti No. 5 Tahun 2020) 

Tanda Pe nbayaran 
Retri b . isi Pe 12 ya nan Persampahan 

Sam oah Khusus 

Pemerint~!h Kab~1ten Buton Tengah 

--------------------------------------, 7. SA PAH KHUSUS 

Nilai l\ominal: 
a. Ja an Provinsi Rp. 200 / Kegiatan 
b. .Jaian Kabupaten: Rp. 150/Kegiatan 
c. Jalan Desa Rp. 100/Kegiatan 
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"") Beri.tanda Vpada kotak ~ se.iuai denqari ketepu-i yang cimiiiki 

~--------- _ _..._ _ 

Tar ggal 

Tai ida Tangan 

Nana Terang 

· .iiterima o 
Petuga s Tern pat P 

Dengan Huruf c=- :_·====== 
---.--------·---- 

Ruang untuk Teras/Kas 
Registrasi/Tanda Tangar, 

Petugas Penerima, 

Jumlah Setora 11 Retril rus 

1-----+--------11--------- ----------- 

..__ _ _,__ ___..__ __ --- ----------- 

1-----4---------l---- --- ----------- 
1-----+------+------ ----------- 

________ _..... _ 1-----+------+------ ------·---- 

Jenis lletribus Ayat No 
1----~---~------------------ 

: 'I'ahun . Masa Retribusi 

STJ 

SK 

[] 
[] 
[] 

Menyetor berdasarkan*): [] SK{D 

[] SKmLB 

[] SK Keberatan 

Tanggal Jatuh Tempo 
: [JD .___I ..___LI NPWRD 

Alamat 

Nama 

Ja/an Gersamata No. 5 La-udo - Lal ungkari 
Telp/Fax. E-Mail pemda Lutontenga udyahoo.com 

Pemerintah Kabupaten B ton Tengah 
SEKRETARIAT DAERAH 

- 
SSRD 

(f mRAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) 
TAHUN2020 

.... ............................................. 

..... ············································ 

I I I [IJ I I I I 

m 

Pernbetulan 

-l.iin 

.................. No. Urut .................................... 

i Daerah 
Jumlah 

(Rp) 

j 

I 
l eh: Labungkari, 2020 
e.mbayaran Penyetor, 

( ................................ ) 

Lan 

LAMPIRANH 

PERATURAN BU ATI EUTON TENG1~ H 
NOMOR 1 AHUN 2020 
TANGGAL: :t\OVEl\iIBER 2020 
TENTANG: PEN.1UNJlK PELAKSA!\.\AN PB:RATURAN DAERAH 

KABUPATEN BUTON TEl'IGAH NOMOR 5 TAHUN 2020 
TEN' ANG ~TRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN 

FO T SURA'I' SE1'0Ju.N RETRIBUSI DAERAH 
(SBRD) 

~------------------~---- 
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NPWRD 
Nama 
Alamat 

TAND.\ T 

.............. .... .... ... ....... ...... .. ... .. .. .. .. . . .. . .. .. . . . . ... .. ... . .. . ..... ... .... . . . . _ .. guntin 1-.E.!. 

1. Harap Penyetoran dilakukc ,1 melalui Kas: Daerah (Bank Su .ra] denqari 
2. Apabila STRD ini tidak auu I kurang 1 ·ayar setelah lewat i.,, • ktu paling la 

bu a 2% dua ersen eri 1ulan. 

f----,------------ -------- ----- 

1. Retribusi yang kurang dibayar ------ 
2. Sanksi administrasi 

Bun a Pasal 27 A at ~(2..,_) _ 
3. Jumlah yang masih harus d1bayar (1 +2a) 

Dengan Huruf ~ 
L___-===== ============ .. PERHATIAN 

1----~--------·--- ·------------ 
II. Dari penelitian dan pemeriksaan tersebut di ata s, peng.ii 

beriktu: 

Nama Retribusi 

= CTI.____._____.___. Ayat Retribusi 

I. Berdasarkan Pasal 27 U ndang- mdang Republil: lndones 
dan/atau pemeriksaan . itau bei dasarkan keterangan Jain 

Tanggal Jatuh Tempo 

NPWRD 

Alamat 

Narna 

:lurat Kn 
~.fasa Re tr 
I'ahun 

Jalan Gersamata No. 5 L ikudo - Le. bungkari 
Telp/Fax. E-Mail pemda butonteng 1h@yahoo.com 

RD) 
STRD No. Urut 

tet apan Retribusi Daerah 
itusi ....................... I I I I l I I ....................... 

... .............................................. 

.................................................. 

TI I I 11 I I I 
ia Nornor 18 Tahun 1997 telah dilakukan penelitian 

Etas pelaksanaan kewajiban: 

tr ngan jurnlah yang masih harus dibayar adalah sebagai 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

I 
m enggunakan SSRD ini. 

1 ria 30 hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa 

Labungkari, 2020 
Kepala Dinas, 

( Nam a ) 
NIP. 

isini. ...................................................................................................... 

No. STRD : .................... 
l!:RIMA 

Labungkari, 2020 

Yang Menerima, 

( ......................... ) 

Pemerintah Kabupaten Buton Tengah 
SEKRETARIAT DAERAH 

FO AT SURAT r AGlflAN RETRIBUSI DAERAH 
~--------------~T 

LAMPIRANm 

PERATURAN BUPATI 3UTON TENG AH 
NOMOR TAHU~ 2020 
TANGGAL: NOVE\1BER 2020 
TENTANG: PE~;TUNJ JK PELAKSA~;AAN :=>E:~TURAN DAERAH 

KABUPAT~N BUTON T::NGAH NOMOR 5 TAHUN 2020 
TENTANG RETRIBUSI :=•ELAYANt\N PERSAMPAHAN 


